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DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

a. bahwa untuk membantu penyelenggaraan proses
pelayanan jenazah dari sejak meninggal hingga proses
pemakaman untuk warga muslim yang meninggal dunia
di KotaBanjarbaru;

b. bahwa untuk pelayanan pengurusan jenazah manusia
yang meninggal dunia, maka perlu dibentuk tim
penyelenggaraan dan pelayanan jenazah yang dinamakan
Rukun Kematian;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan
kepada lembaga sosial Rukun Kematian yang
dilaksanakan secara tertib administrasi, akuntabilitas
dan transparansi berdasarkan Peraturan Pengelolaan
Keuangan Daerah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rukun
Kematian;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
PemeriksaanPengelolaandan TanggungJawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor4593);

9. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriDalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
IndonesiaTahun 2011 Nomor310);

10. Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
YangBersumber Dari AnggaranPendapatan dan Belanja
Daerah Daerah (BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun
2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor541);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANWALIKOTATENTANGRUKUNKEMATIAN.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Rukun Tetangga, untuk se1anjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya

adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat
dalam rangka pe1ayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang
ditetapkan oleh Lurah.

5. Rukun Kematian atau yang disingkat Rukem adalah lembaga sosial yang
dibentuk oleh Pengurus RT yang bertugas untuk menghimpun dana dari
swadaya masyarakat untuk membantu dalam penyelenggaraan
pemakarnan bagi masyarakat muslim.

6. Penduduk setempat [rnasyarakar/warga) adalah setiap orang, baik warga
negara Republik Indonesia atau warga negara asing bertempat tinggal di
dalarn wilayah RTyang bersangkutan.

7. Kepala Keluarga adalah penanggungjawab anggota keluarga yang terdaftar
dalarn kartu keluarga.

8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang berisi
data identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan
hubungan dalarn keluarga, serta identitas anggota keluarga.

9. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi
Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang
berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Resiko Sosial.

11. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di dalarn
wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling
berinteraksi satu sarna lain secara terus menerusj'kontinue.

12. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat
dengan kesadarandan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah
pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang
dirasakan dalarn kelompok masyarakat itu.

13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif
dalarn prosesperencanaan pembangunan.

14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian,pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring,pengawasan umum, dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan,
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Dalarn rangka rnernbantu warga yang terkena musibah kernatian, dapat
dibentuk Lembaga Sosial Kernasyarakatan yaitu Rukun Kernatian, atas
prakarsa rnasyarakat danj'atau atas usulan rnasyarakat yang difasilitasi
Lurah dan Ketua Rukun Tetangga melalui rnusyawarah rnufakat.

(2) Mernberikan kernudahan dan ke1ancaran dalam proses pelayanan jenazah
dari sejak rneninggal hingga proses pernakaman dan untuk rnemudahkan
dan rneringankan beban keluarga yang terkena rnusibah.

BAB III
MANFAAT

Pasal 3

Manfaat Pernbentukan Rukun Kernatian di Kota Banjarbaru adalah:

a. rnernbantu rnernberikan pelayanan dan santunan kepada warga yang
terkena rnusibah kernatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

b. berpartisipasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kernatian yang
biayanya bersurnber dari swadaya rnasyarakat dan/ atau Pengurus RT
serta rnernpertangung jawabkannya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

BABIV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1) Rukun Kernatian rnernpunyai tugas rnernbantu Pengurus
Rukun Tetangga (RT) dalam penyelenggaraan urusan pernakaman atau
kernatian. '?i'

(2) Rukun Kernatian dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud
dalam ayat (I) rnernpunyai fungsi :

a. pendataan kependudukan dan pelayanan pengurusan pemakarnan
jenazah bagi rnasyarakat muslim beserta adrninistrasinya;

b. mengembangkan inisiatif dalam penyelenggaraan kernatian dengan
mengernbangkan aspirasi dan swadaya rnumi rnasyarakat; dan

c. bagi yang non muslim yang meninggal dunia dan rnenjadi anggota
rukun kematian, akan mendapat perlakuan sesuai kebijakan ketua
rukun kernatian.



5

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 5
(1) Anggota Rukun kernatian adalah setiap Kepala Keluarga (KK)beserta

anggota keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga dan terdaftar dalam
Buku Data Induk Penduduk RT yang bersangkutan rnaupun penduduk
rnusirnan (pendatang/ penyewa/ pengontrak) yang terdaftar dalam Buku
Tamu RTseternpat atau anggota rnasyarakat umurn, dan terdaftar sebagai
anggota Rukun Kernatian.

(2) Setiap KepalaKeluargabeserta anggota keluarga yang tertera dalarn Kartu
Keluarga yang berdornisili secara tetap rnaupun tidak tetap
(pendatang/ penyewa/pengontrak) diwajibkanrnenjadi anggota Rukern.

BABVI
HAKDANKEWAJIBANANGGOTARUKUNKEMATIAN

Pasal 6

(1) AnggotaRukun Kernatianrnempunyaihak :
a. memperoleh pelayanan adrninistrasi dan pelayanan penyelenggaraan

pemakaman jenazah dari Pengurus Rukun Kematian;
b. mengajukan usul dan pendapat dalam penyelenggaraan pengurusan

jenazah;
c. dalam hal kepala keluarga yang terkena musibah kernatian

berhalangan, rnaka dapat diwakilkan kepada anggota keluarganya
yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;dan

d. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Rukun Kernatian.

(2) AnggotaRukun Kematianmernpunyaikewajiban :
a. rnelaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Rukun

Kernatian;
b. mernbayar iuran wajib yang besarannya ditentukan oleh Pengurus

Rukun Kernatian;
c. rnernberikan sumbangan dana atau barang secara sukarela kepada

Pengurus Rukun Kematian;dan
d. iuran wajib dibayarkan per bulan.

BABVII
PENGURUS

Pasal 7

Pengurus Rukun Kernatian terdiri dari Penasehat, Penanggung Jawab, Ketua,
WakilKetua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan
berdasarkan hasil keputusan Pengurus Rukun Kernatian.

Pasal 8

Untuk rnenjadi Pengurus Rukun Kematian harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
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a. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;

b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan
kepada masyarakat; dan

c. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan Pengurus Rukun
Kematian.

Pasal 9

Ketua Rukun Kematian dipilih oleh anggota dan RT, ditetapkan oleh Pengurus
Rukun Kematian dan disyahkan oleh Lurah.

Pasal 10

Pengurus Rukun Kematian bertanggungjawab kepada Lurah melalui
RT.

Ketua

Pasal 11

(1) Masa bakti pengurus Rukun Kematian adalah 5 (lima) tahun terhitung
sejak ditetapkannya keputusan oleh Ketua dan disyahkannya oleh Lurah.

(2) Ketua Rukun Kematian dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan berikutnya.

Pasal 12

(1) Pengurus Rukun Kematian berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri secara tertulis;

c. pindah tempat tinggal keluar wilayah yang bersangkutan; dan
d. telah dilantiknya Pengurus Rukun Kematian yang baru.

(2) Pengurus Rukun Kematian diberhentikan sebelum selesai masa baktinya
karena:
a. berhalangan tetap;

b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. melakukan perbuatan yang bertentangan
adat-istiadat masyarakat setempat;

d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasa18.

dengan norma

(3) Ketua Rukun Kematian yang berhenti sebelum selesai masa baktinya
diganti oleh salah seorang pengurus Rukun Kematian berdasarkan hasil
penunjukan oleh anggota Rukun Kematian dan RT.

(4) Pemberhentian dan pergantian pengurus Rukun Kematian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan secara administrasi
dengan keputusan Pengurus Rukun Kematian dan disahkan oleh Lurah.
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BAB VIII
SUMBERDANADANPENGEWLAANKEUANGAN

Pasal 13

(1) Sumber dana Rukun Kematian diperoleh dari swadaya masyarakat yang
besarannya ditetapkan dalam rapat pengurus per Kepala Keluarga per
bulan, Pemerintah KotaBanjarbaru dan sumbangan yang tidak mengikat
serta usaha-usaha lain yang sah.

(2) luran Rukun Kematian dibayarkan pada saat pertemuan anggota setiap
bulannya.

(3) Setiap Kepala Keluarga tidak diperbolehkan menunggak iurannya
melebihi3 kali pernbayaran.

(4) Bantuan dari PernerintahKotaBanjarbaru dapat berupa:
a. Peralatan untuk proses pelayanan jenazah dari sejak meninggalhingga
proses pernakaman;

b.Alkah;dan
c. Pelatihan kepengurusan jenazah.

(5) Bantuan dari Pemerintah Kota Banjarbaru diberikan kepada Rukun
Kematian yang telah terdaftar di Kelurahan ternpat domisili Rukun
Kematiantersebut.

(6) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini diadrninistrasikan secara tertib dan dilaporkan secara
tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RT atau rapat anggota
Pengurus Rukun Kernatian.

Pasal14

PengelolaanKeuangan Rukun dipergunakan untuk Pernbayaran pengurusan
pemakaman ataupun pernberian santunan yang nilainya ditetapkan dalam
rapat anggotaPengurus Rukun Kematian

BAB IX
PROSEDURPELAYANAN

Pasal 15

Pengurus Rukun Kernatian melakukan pelayanan kepada rnereka yang
rnendapat rnusibah di bawah koordinasi Ketua Rukun Kernatian, dengan
rnelakukan langkah penyelenggaraanjenazah, pernakaman atau pengurusan
jenazah rnelaksanakan kegiatan mernandikan, rnengkafankan, rnensholatkan,
menguburkan dan rnendoakan jenazah baik setelah disholatkan rnaupun
setelah dikuburkan secara syar'i sesuai al-Qur'an dan As-sunnah.
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BAB x
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal16

Lurah sesuai tugas pokoknya dan Pengurus RT melakukan pembinaan dan
pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Rukun Kematian sesuai
ketentuan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUANPERALIHAN

Pasal 17

Pengurus Rukun Kematian yang ada pada saat berlakunya peraturan ini
adalah tetap sebagai Pengurus Rukun Kematian dan tetap melaksanakan
kegiatannya sampai dengan masa baktinya berakhir.

BAB XII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tan al 3 AI::eU 2018

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 April 2018

BANJARBARU,.

SEKRETARISDAERAH,

DAERAHKOTABANJARBARUTAHUN2018 NOMOR 2


